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Pasal 75 ayat (1) Qanun Aceh No.7 Tahun 2014 tentang Ketenagakerjaan bab XIII tentang Ketentuan Pidana dan Sanksi
Administratif disebutkan â€œBarang siapa melanggar ketentuan mempekerjakan dan/atau melibatkan anak dalam
pekerjaan-pekerjaan yang terburuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 2 (dua)
tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp
500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaanâ€• dan ayat (2)
menyebutkan â€œTindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindak pidana kejahatanâ€•. Namun dalam
prakteknya masih terlihat pelaku usaha Warung Kopi  yang mempekerjakan anak di Banda Aceh.
Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan faktor-faktor penyebab anak bekerja pada Warung Kopi di Banda Aceh, serta
mengapa belum diterapkannya sanksi terhadap pengusaha yang mempekerjakan anak, dan juga untuk mengetahui upaya yang telah
dan yang akan dilakukan terkait penanggulangan tindak pidana mempekerjakan anak di lokasi Banda Aceh.
Data penelitian skripsi ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan lapangan. Data sekunder dilakukan dengan cara membaca
dan menganalisis peraturan perundang-undangan, buku, serta artikel yang berkaitan dengan penelitian ini. Penelitian lapangan
dilakukan untuk mendapatkan data primer melalui wawancara dengan responden dan informan.
Hasil penelitian ini menunjukkan pelaku usaha  warung kopi mempekerjakan anak karena faktor anak dianggap sebagai pekerja giat
dan murah, serta peluang dipekerjakannya anak karena permintaan anak itu sendiri berdasarkan faktor ekonomi, sosial, serta
motivasi orang tua terhadap anak untuk bekerja. Kasus tindak pidana mempekerjakan anak belum diterapkan karena belum ada
laporan yang dilaporkan kepada Penegak hukum, kekurangan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS), dan belum ada upaya yang
dilakukan oleh pemerintah untuk memberantas pelaku usaha yang mempekerjakan anak.
Diharapkan Pemerintah lebih menguatkan Pengawasan terhadap pelaku usaha yang mempekerjakan anak, dan mengoptimalkan
program atas hak-hak anak. Karena tanpa adanya pengawasan yang lebih baik, akan banyak pekerja anak di Indonesia
